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BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 65 ayat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala
daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya
dapat mengambil tindakan dalam keadaan
tertentu/mendesak yang dapat dibutuhkan oleh daerah
dan/atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa dalam pelaksanaan penganggaran Dana Alokasi
Umum Tambahan sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 11 ayat (22) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer yang penggunaannya tidak sesuai dengan
petunjuk teknis tahun berkenaan, maka Pemerintah
Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana
transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan



Mengingat

1.

diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya ditampung
dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud dalam butir V.17
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2020;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 1
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
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Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan @ Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sorong Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Sorong Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten
Sorong Tahun 2018 Nomor 66);

24. Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sorong
Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SORONG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk menjamin
ketersediaan alokasi anggaran akibat:

a. penganggaran DAU Tambahan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;

b. penyesuaiaan dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan; dan

c. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah 1.969.470.997.613,00 berkurang sejumlah (36.134.050,00)
sehingga menjadi 1.969.434.863.563,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.641.278.192.661,00

b. Bertambah /berkurang Rp 0,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.641.278.192.661,00
2. Belanja

a. Semula Rp 1.841.960.751.511,00

b. Bertambah /berkurang Rp 0,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.969.434.863.563,00

Surplus/defisit Rp (200.682.558.850,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiaayaan



1). Semula Rp 223.682.558.850,00
2). Bertambah /berkurang Rp 0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan Rp223.682.558.850,00

b. Pengeluaraan Pembiaayaan
1). Semula Rp 23.000.000.000,00
2). Bertambah /berkurang Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 23.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 200.682.558.850,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.0,00

Pasal 3

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

(2) Dalam hal tidak terjadi Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perubahan dimaksud di
tampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal Idirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang telah
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal S Maret 2020

BUPATI SORONG
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIA JKUA

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001




